





TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN 
SECARA BERSAMA- SAMA OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS 

























TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN 
SECARA BERSAMA- SAMA OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS 







Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana 


















Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan 
Secara Bersama- sama Oleh Siswa Sekolah Menengah Atas 
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012- 2014) 
 
Disusun dan diajukan Oleh 
NATALIA RUSTAM 
B111 12 269 
Telah Dipertahankan Dihadapan Panitian Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Selasa, 10 Mei 2016 
Dan Dinyatakan Diterima 
 
Panitia Ujian : 
 Ketua, Sekertaris, 
 
  
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. 
NIP. 195903171987031002 NIP. 196612121991032002 
 
A.n, Dekan 





Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H 









Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa : 
Nama   : NATALIA RUSTAM 
No. Pokok    : B 111 12 269 
Bagian   : HUKUM PIDANA 
Judul Proposal  :TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP   
KEJAHATAN  PENGANIAYAAN SECARA 
BERSAMA- SAMA OLEH SISWA SEKOLAH 
MENENGAH ATAS (Studi Kasus Di Kota 
Makassar Tahun 2012- 2014) 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi 
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar,   April 2016 
 
Pembimbing I                                               Pembimbing   II 
 
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.          Dr. Hj.Haeranah, S.H.,M.H. 






PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa skripsi dari Mahasiswa : 
Nama   : NATALIA RUSTAM 
No. Pokok  : B 111 12 269 
Bagian   : Hukum Pidana 
Judul Skripsi :Tinjauan Kriminologis Terhadap   Kejahatan        
Penganiayaan Secara Bersama- sama Oleh Siswa 
Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Di Kota 
Makassar Tahun 2012- 2014) 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan sebagai ujian akhir program studi. 
 
Makassar,    April 2016 
 
   A. n Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
 
 
          Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 









NATALIA RUSTAM (B 111 12 269), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Penganiayaan Secara Bersama- Sama Oleh Siswa Sekolah 
Menengah Atas (Studi Kasus Tahun 2012- 2014 di Kota Makassar) di 
bawah bimbingan oleh Bapak Muhadar dan Ibu Haeranah. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang 
mempengaruhi serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan 
oleh penegak hukum. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, 
Kapolrestabes Makassar, SMA Kristen Gamaliel Makassar, SMA Kartika 
Wirabuana Makassar, dan SMA Katolik Cendrawasih Makassar dengan 
menggunakan teknik wawancara terhadap salah satu anggota Polresta 
Makassar, bagian pendataan di Pengadilan Negeri Makassar, bagian 
Kesiswaan dan Bagian Konseling Siswa di setiap sekolah, dan kuisoner 
terhadap beberapa siswa, kemudian dianalisis secara kuantitatif lalu 
dideskripsikan. 
 Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yakni : a). Kendala yang  
sering  dihadapi Kepolisian dalam  menyelesaikan kasus penganiayaan 
baik yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa adalah Perkara 
tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik, pelapor sendiri tidak jelas, 
tidak semua perkara yang dilaporkan benar, alat bukti tidak mencukupi, 
dan tersangka belum diketahui keberadaannya. b). Terdapat beberapa 
faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan oleh siswa Sekolah 
Menengah Atas yakni : Faktor pengaruh pergaulan dan lingkungan,faktor 
emosional, faktor keluarga, faktor teknologi,dan faktor penegak hukum 
baik dari aparat kepolisian maupun pihak sekolah. Adapun upaya yang 
telah dilakukan oleh Kepolisian dalam Penanggulangan kejahatan 
penganiayaan secara bersama-sama oleh siswa Sekolah Menegah Atas 
di Kota Makassar meliputi, upaya preventif dengan kegiatan pencegahan 
yang dilakukan oleh pihak berwenang baik dari kepolisian maupun dari 
sekolahnya. Selain itu ada upaya represif dengan cara penindakan dan 
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   A.  Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang 
berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan,maka 
kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. 
Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. 
Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang 
terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 
keempat) yang menyebutkan bahwa:  
“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial...berdasarkan Pancasila”. 
 
Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat 
diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang 
sesuai dengan tuntutan pembangunan.  
Perkembangan zaman dalam ilmu pengetahuan membawa 
dampak perubahan diberbagai aspek pendidikan.  
Terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien tersebut 
dipengaruhi oleh suasana yang kondusif dan diciptakan oleh 





didik agar tercapai tujuan yang diharapkan. Namun dalam 
kenyataan perkembangan dunia pendidikan saat ini tidak berjalan 
sesuai dengan apa yang diharapkan.  Tingkat kenakalan remaja 
(siswa) dan perkelahian pelajar yang semakin meningkat 
menunjukkan gejala kurang berkembanganya dimensi kesosialan 
dan kesusilaan mereka.  
Sekolah adalah lingkungan pendidikan sekunder, bagi anak 
yang sudah bersekolah maka lingkungannya selain lingkungan 
rumah adalah sekolahnya. Anak remaja yang sudah duduk di 
bangku Sekolah Menengah Atas yang umumnya sudah 
menghabiskan 7 jam sehari di sekolahnya. Ini berarti bahwa hampir 
sepertiga dari waktunya berada di sekolah. Tidak mengherankan 
kalau pengaruh sekolah terhadap perkembangan jiwa siswa cukup 
besar. Pengaruh tersebut tentunya diharapkan positif terhadap 
perkembangan jiwa remaja, karena sekolah adalah lembaga 
pendidikan.  
Saat ini berbagai masalah tengah melingkupi dunia 
pendidikan di Indonesia.  Salah satunya yang cukup marak akhir-
akhir ini seperti tindakan penganiayaan yang dilakukan secara 
bersama- sama antar sesama siswa sendiri. Penganiayaan yang 
dilakukan tak hanya secara fisik namun juga secara verbal dan 
psikologis. Aksi seperti ini merupakan bentuk penganiayaan yang 





yang dianggap lebih lemah. Akhir tahun 2011 tercatat bahwa aksi 
penganiayaan antar siswa masih terus menjadi perbincangan 
dalam dunia pendidikan. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk 
main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik 
juga tampak sangat kuat di kalangan pelajar. Ini mencerminkan 
suatu kehidupan tidak beradab yang semestinya dalam 
menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara 
yang bermartabat.  
Ironisnya lagi sebagian masyarakat menganggap aksi 
tindakan penganiayaan secara bersama- sama ini sebagai hal 
biasa dalam kehidupan remaja. Tidak ada peraturan khusus yang 
mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan terhadap aksi tidak 
terpuji itu tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ditentukan: 
"Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi 
dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola 
sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang 
bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." 
Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat 
pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. 
Pengelola Sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam 
penyelengaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi 
siswa dari penganiayaan, intimidasi, penyerangan, dan kekerasan. 
Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 





Hal tersebut juga pernah terjadi di  SMA Negeri 18 Makassar, 
antara lain menghina, menyoraki, melempar dengan barang, 
memukul, memanggil dengan julukan, menginjak kaki maupun 
mendiamkan teman. Hal ini termasuk juga bentuk penganiayaan.  
Alasan siswa melakukan kekerasan tersebut antara lain hanya 
untuk hiburan, marah karena teman tidak berperilaku sesuai 
dengan apa yang diharapkannya serta hanya sekedar iseng. 
Aksi penganiayaan tersebut masih terus terjadi bahkan 
cenderung diwariskan kepada siswa-siswa baru. Terjadinya 
kekerasan antar sebaya semakin menguat mengingat adanya 
faktor pubertas dan krisis identitas, yang normal terjadi pada 
perkembangan remaja. Remaja dalam rangka mencari identitas 
dan ingin eksis, biasanya membentuk sebuah geng. Geng remaja 
sebenarnya sangat normal dan bisa berdampak positif. Namun, 
apabila orientasi dari geng tersebut menyimpang, maka akan 
menimbulkan masalah.  
Hal ini sudah sangat mencederai dunia pendidikan dan 
sekaligus hukum yang mengatur. Oleh karena itulah, penulis 
merasa perlu untuk mengkaji masalah ini dan mengangkatnya 
sebagai Skripsi dengan judul : 
Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan 
Secara Bersama- sama Oleh Siswa Sekolah Menengah Atas 





B.  Rumusan Masalah  
1. Apa faktor penyebab terjadinya Penganiayaan yang dilakukan 
secara bersama-sama oleh Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya Penanggulangan Penganiayaan yang 
dilakukan secara bersama-sama oleh Siswa Sekolah Menengah 
Atas di Kota Makassar? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatar belakangi 
terjadinya Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama 
oleh Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Penganiayaan yang 
dilakukan secara bersama-sama oleh Siswa Sekolah Menengah 













D.  Kegunaan Penelitian 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
lembaga- lembaga Negara yang berkaitan dengan pidana, 
khususnya dalam kasus ini. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
masyarakat agar dapat lebih memahami faktor-faktor penyebab 
serta bentuk penanggulangan apa saja yang perlu dilakukan untuk 
menghindari tindakan yang terjadi. Agar masyarakat mendapat 
gambaran mengenai efek- efek yang akan ditimbulkan akibat 
tindakan ini sebagai salah satu bentuk tindakan melawan hukum 
yang melanggar norma hukum positif di Indonesia. 
3) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan 
pembelajaran bagi guru dan pelajar untuk mengenali, memahami 
dan menanggulangi permasalahan tindakan penganiayaan secara 
bersama- sama ini. 
4) Untuk menambah wawasan penulis berkenaan dengan hukum 
pidana yang berlaku terhadap tindakan penganiayaan yang 
dilakukan secara bersama- sama oleh siswa Sekolah Menengah 
Atas, serta diharapkan pula dapat menjadi bahan untuk penelitian 
lebih lanjut bagi pihak yang akan melakukan penelitian yang sama 










A.  Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard tahun 1830-
1911 (A.S Alam, 2010:1) seorang ahli antropologi Prancis. 
Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “Crimen” yang berarti 
kejahatan dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu 
pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan 
tentang kejahatan. 
Menurut beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi 
kriminologi sebagai berikut (A.S Alam, 2010:1-2) 
1. Edwin H. Sutherland : Criminology is the body of knowledge 
regarding delinquency and crime as social phenomena 
(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial) 
2. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.  
3. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat. 
4. WME. Noach : Krimnologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki  gejala- gejala kejahatan dan tingkah laku yang 





Adapun pembagian kriminologi menjadi dua golongan besar 
yang mencakup (A. S. Alam: 2010:4-7) 
1. Kriminologi Teoritis yaitu tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuan mengenai sebab kejahatan secara teoritis. 
a) Antropologi kriminal  
Merupakan Ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda 
fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : 
menurut Lambrosso ciri seorang penjahat diantaranya 
tengkorak panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol 
keluar dan seterusnya.  
b) Sosiologi Kriminal  
Adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat. Yang termasuk dalam kategori sosiologi 
kriminal adalah etiologi sosial (tentang sebab timbulnya 
kejahatan), geografis (mempelajari pengaruh timbal balik antara 
letak suatu daerah dengan kejahatan), dan klimatologis 
(mempelajari tentang pengaruh timbal balik antara cuaca dan 
kejahatan) 
c) Psikologi Kriminal  
Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut 
pandang kejiwaannya.  
d) Psikopatologi dan Neuro Phatologi Kriminal  
Adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.  
e) Penologi  
Merupakan ilmu yang mempelajari tentang sejarah 
perkembangan sebuah hukuman.  
2. Kriminologi Praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk 
memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Cabang 
ilmu dari kriminologi praktis adalah : 
a. Hygiene Criminal 
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas 





meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan, 
penyediaan sarana dan lain-lain. 
b. Kriminalistik (police scientific) 
Ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
c. Politik Kriminal  
Ilmu pengetahuan tentang bagaimanakah caranya 
menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana 
agar dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk 
tidak melakukan kejahatan lagi.  
Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :  
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.  
b. Pelaku kejahatan.  
c.Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya.  
Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru 
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari 
masyarakat.  
2.  Ruang Lingkup Kriminologi 
Kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni (A. S. Alam : 2010:2)  : 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law) 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tunjukkan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap”calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan(criminal prevention). 
    Yang di bahas dalam proses pembuatan hukum pidana adalah : 
a) Defenisi kejahatan 
b) Unsur-unsur kejahatan 
c) Revativitas pengertian kejahatan 
d) Penggolongan kejahatan  





    Yang di bahas dalam etiologi kriminal (breaking laws) adalah:  
a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminal,  
b) Teori-teori kriminal, dan  
c) Berbagai perspektif kriminologi  
Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah reacting toward the 
breaking laws antara lain:  
a. Teori penghukuman  
b.Upaya-upaya penangulangan/pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative. 
3. Kriminologi dan Hukum Pidana 
1. Persamaan : Baik kriminologi maupun hukum pidana 
mengandung unsur-unsur persamaan yaitu : 
a) Objeknya kejahatan. 
b) Adanya upaya-upaya pencegahan kejahatan 
2. Perbedaan : 
a) Kriminologi : ingin mengetahui apa latar belakang 
seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan Hukum 
Pidana : ingin mengetahui apakah pelaku telah 
melakukan kejahatan. 
b) Hukum Pidana menetapkan lebih dulu seseorang 
sebagai penjahat baru langkah berikutnya giliran 
kriminologi meneliti mengapa seseorang itu melakukan 
kejahatan. 
c) Kriminologi : memberi bahan dalam perumusan 





kejahatan telah dirumuskan dalam KUHP Pidana dalam 
KUHAP. (A. S. Alam 2010:14) 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya    
merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk 
memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan, serta mempelajari 
tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau 
sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi 
masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk 
mempelajari pandangan terhadap perbuatan-perbuatan atau 
gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai 
perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. 
B.  Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view), bahwa batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di 
dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat 
(a crime from the socialogical point of view) bahwa setiap 
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di 





Beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar 
(Syahruddin: 2003:2-3) :  
J.M.Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu 
tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan 
dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat 
kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus 
menjatuhkan hukuman kepada penjahat.  
M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu 
problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal 
dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman 
mati dan hukuman denda dan seterusnya.  
R. Soesilo (B. Bosu, 1982:19) membedakan pengertian 
kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara 
sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah 
suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-
undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang 
dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-
laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman 
dan ketertiban.  
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada 





1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian 
2. Kerugian yang ada tesebut telah diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
3. Harus ada perbuatan 
4. Harus ada maksud jahat 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan 
fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan 
haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, 
disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan 
hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya 
menegakkan norma- norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala 
yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses 
dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang 
kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan 
kejahatan. 
2. Jenis Kejahatan 






1) Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. 
Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai 
berikut (A.S Alam, 2010:21-22) : 
a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya 
penyelundupan. 
b. Kejahatan seksual (sexual crimes), misalnya perbuatan 
zinah, Pasal 284 KUHP. 
c. Kejahatan politik (political crimes), misalnya pemberontakan 
Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya. 
d. Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crimes), misalnya 
penganiayaan yang motifnya balas dendam. 
2) Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat 
ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu: 
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. 
b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di 
dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan 
memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan 
dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-
lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-  
c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh 
sebagai berikut :  
a) Kejahatan terhadap orang (crimes against person), 
misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.  
b) Kejahatan terhadap harta benda (crimes against 
property), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.  
c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against 
piblic decency), misalnya perbuatan cabul 
3) Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan 
didasarkan akan adanya kelas kejahatan dan beberapa menurut 
proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan 
teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang 
mempunyai nilai-nilai tertentu. (A.S Alam: 2010:22) : 
a. Profesional crime, yaitu kejahatan yang dilakukan 





keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan 
uang, tanda tangan dan pencopet. 
b. Organized crime, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, 
misalnya pemerasan , perdagangan narkotika dan obat-
obatan terlarang.  
c. Occupationial crime, yaitu suatu kejahatan karena 
adanya suatu kesempatan, misalnya pencurian di rumah 
secara bersama.  
4) Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi 
yang dikemukakan oleh sebagai berikut (A.S Alam: 2010:23): 
a. Violent personal crime, yaitu kejahatan kekerasan terhadap 
orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) 
dan penganiayaan (assault). 
b. Occasional property crime, yaitu kejahatan harta benda 
karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan 
bermotor, pencurian di toko-toko besar. 
c. Occupational crime, yaitu kejahatan karena kedudukan atau 
jabatan, misalnya korupsi. 
d. Political crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya 
pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain. 
e. Public order crime,yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum 
yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, 
misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri. 
f. Conventional crime, yaitu kejahatan konvensional, misalnya 
perampokan (robbory), pencurian kecil-kecilan (“larceny”), 
dan lain-lain. 
g. Organized crime, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya 
perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat 
bius. 
h. Professional crime, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai 
profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-
lain. 
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Teori penyebab terjadinya kejahatan dari perspektif 
sosiologis, yaitu dengan mencari alasan dalam hal angka kejahatan 
di lingkungan sosial (A.S. Alam :2010:45): 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan). Teori ini 
memusatkan perhatian pada kekuatan sosial yang menyebabkan 





sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan, penganut 
teori ini juga mengaggap bahwa seluruh anggota masyarakat 
mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya yakni nilai budaya kelas 
menengah. Karena orang dalam kelas bawah tidak mempunyai 
sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka 
menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. 
2. Cultural Deviance (Penyimpangan budaya). Teori ini mengklaim 
bahwa orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai yang 
berbeda yang cenderung konflik dengan nilai kelas menengah. 
Sebagai konsekuensinya manakala orang dari kelas bawah 
mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah 
melanggar norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, 
dan sebagainya. 
3. Control Social Theory (Teori Kontrol Sosial). Pengertian Teori 
Kontrol ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas 
pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian 
teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan dan kejahatan 
yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis antara 
lain keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. (A.S.Alam 
2010: 61) 
Adapula faktor kejahatan dapat timbul karena: (B.Bosu : 
1982: 23) 
1. Faktor Pembawaan 
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena 
pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran 
atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak 
anak itu dilahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak 
yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat 





sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan 
fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat 
kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa 
ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada 
umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian 
atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan 
seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik 
(kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan 
yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti 
perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai 
dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan 
dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di 
mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang 
mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan 
penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. 
2. Faktor Lingkungan 
Socrates (B. Bosu, 1982:24) “mengatakan bahwa 
manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan 
tentang kebajikan tidak nyata baginya.”  
Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang 
dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang 
peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian 
seseorang 
Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist 
Merdeka Sirait memaparkan ada empat penyebab utama terjadinya 
kekerasan terhadap anak (Tribun Jateng): 
1. Anak yang berpotensi menjadi korban 
Karena ada faktor bawaan seperti anak tersebut memang 
hiperaktif, selain itu ada faktor dari ketidaktahuan orangtua, 





2. Anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku 
kekerasan 
Anak yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan disebabkan 
oleh beberapa hal yakni meniru atau mengimitasi dari orangtua, 
teman, siaran televisi, video game, film. Selain itu, pernah 
mengalami sebagai korban bullying dari sesama anak, korban 
kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari 
kelompok. Sedangkan untuk orang dewasa yang berpotensi 
menjadi pelaku biasanya disebabkan oleh faktor kepribadian. 
Selain itu, bisa disebabkan adanya tekanan pekerjaan, 
ekonomi, masalah keluarga dan lain-lain. 
3. Adanya peluang kekerasan tanpa pengawasan atau 
perlindungan. 
Peluang terjadinya kekerasan fisik, psikis maupun seksual ada 
banyak sekali penyebabnya, karena memang tidak ada 
pengajaran potensi bahaya, anak dibiarkan bermain dengan 
orang dewasa tanpa diawasi 
4. Karena adanya pencetus dari korban dan pelaku.  
Contohnya, adanya pencetus dari korban, biasanya anak-anak 
rewel, aktifitas mereka berlebihan, tidak menurut perintah, 
merusak barang-barang. Perilaku tersebut umunya 
mencetuskan kekerasan fisik dan psikis. Sedangkan terkait 
pencetus yang berasal dari pelaku, untuk kekerasan fisik dan 
psikis biasanya disebabkan oleh kondisi dalam keadaan 
tertekan, ekonomi, masalah rumah tangga. 
 
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Menurut A.S. Alam (2010:79) penangulangan kejahatan terdiri atas: 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 





untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha 
pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.  
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Jadi dalam upaya preventif Kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
Tujuan pemidanaan memiliki beberapa teori seperti (A.S. Alam 
2010: 80-81) : 
1. Teori pembalasan, menurut E. Kant teori ini orang yang 
berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa 
fisiknya,agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentu sangat 
kejam. 
2. Teori penjeraan, menurut Feurbach teori ini hukumannya 
harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat. 
3. Teori penutupan, adalah suatu doktrin yang menyatakan 
tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan 
dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan 





4. Teori memperbaiki, teori ini beranggapan bahwa tujuan 
dijatuhikannya pidana kepada para pelanggar hukum adalah 
untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut 
proses rehabilitasi, resosialisasi, atau pemasyarakatan. 
C.  Penganiayaan 
     1.  Pengertian Penganiayaan 
Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk 
tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat 
arti penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia  
arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang”. 
Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut 
termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sementara yang dimaksud 
penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh 
manusia. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2008).  
Penganiyaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti 
perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiyaan berarti 
melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan 
penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, 
maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat 
mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit (W.J.S. 





Menurut R. Soesilo (1996: 245), penganiayaan adalah :  
Perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun jatuh sekali 
sehingga basah, rasa sakit misalnya mencubit, memukul, dan 
merampas. Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan 
pisau dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan 
berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk 
angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada 
maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.  
 
Menurut Andi Hamzah (2009: 69), mengemukakan bahwa:  
“Dengan sengaja merusak kesehatan orang. Kalau demikian, maka 
penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang 
tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam 
pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjebakan, 
pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, 
dan cacat.  
Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan 
sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” 
 
 
2.  Jenis- jenis Penganiayaan 
Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang 
kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP 
terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang 
menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.  
Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi 
beberapa bagian yaitu sebagai berikut : 
1. Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP: 





Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 
KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis 
tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan dalam 
bentuk pokok.  
Berdasarkan Pasal 351 KUHP terlihat bahwa tidak 
diberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang 
dimaksudnya. Ketentuan Pasal 351 KUHP tersebut hanya 
merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang diancamkan. 
Tindak pidana dalam Pasal 351 KUHP dikualifikasikan sebagai 
penganiayaan. Rumusan awal Pasal 351 KUHP (Moeljatno: 
2005) yang diajukan menteri kehakiman diatas sebenarnya 
cukup memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud 
penganiayaan oleh karena dalam rumusan tersebut sudah 
memuat unsur-unsur perbuatan maupun akibat. Namun oleh 
karena sebagaian parlemen menganggap istilah rasa sakit atau 
penderitaan tubuh memuat pengertian yang sangat bias atau 
kabur, maka parlemen mengajukan keberatan atas rumusan 
tersebut. Oleh karena itu, perumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP 
hanya menyebut kualifikasinya saja, yaitu penganiayaan 
didasarkan atas pertimbangan, bahwa semua orang dianggap 






b) Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Pasal 351 KUHP) 
Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 
351 ayat (2) maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) 
hampir sama dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan 
penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Patut kiranya 
menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam konteks 
Pasal 351 ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari 
pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau 
luka tubuh saja. Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang 
menimbulkan luka berat harus dibuktikan bahwa luka berat 
tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku. Sebab apabila 
luka berat itu menjadi tujuan dari pelaku atau merupakan akibat 
yang dimaksud oleh pelaku, maka yang terjadi bukan lagi 
penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, tetapi 
yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 353 KUHP. Dengan selesainya pembahasan 
mengenai Pasal 351 ayat (2) KUHP ini, maka akan dilanjutkan 
dengan pembahasan Pasal 351 ayat (4) KUHP karena Pasal 
351 ayat (3) akan dibahas pada pembahasan tersendiri. 
c) Penganiayaan Yang Berupa Perbuatan Sengaja Merusak 





Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP 
merupakan penganiayaan yang mana akibat dari penganiayaan 
tersebut berupa rusaknya kesehatan dari korban merupakan 
akibat yang dikehendaki dari pelakunya. Apabila dikaitkan 
dengan teori kehendak dan teori pengetahuan, maka 
penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP 
mempersyaratkan, bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
(penganiayaan), pelaku memang menghendaki dilakukannya 
perbuatan tersebut serta mengetahui bahwa perbuatan yang 
dilakukan itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Unsur 
rusaknya kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) 
KUHP berbeda dengan unsur rasa sakit dan luka tubuh yang 
menjadi penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Sekalipun secara logika sangat mungkin terjadinya rasa sakit 
atau luka tubuh itu sekaligus merupakan perbuatan yang 
merusak kesehatan, namun merusak kesehatan yang dimaksud 
dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP mempunyai makna lain dari 
makna dua unsur tersebut yang bersifat memperluas unsur rasa 
sakit atau luka tubuh. 
2.  Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
Rumusan tentang penganiayaan ringan yang terdapat 





a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak tiga ratus rupiah. 
b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Secara implisit ketentuan dalam Pasal 352 ayat (1) 
KUHP mengandung pemahaman, bahwa penganiayaan yang 
tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau pencaharian yang dilakukan terhadap orang-orang-
orang yang tidak mempunyai kualitas tertentu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 356 KUHP bukanlah merupakan 
penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi 
termasuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 352 ayat (1) KUHP. 
3.  Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP diatas tersimpul 
pendapat bahwa penganiayaan berencana dapat berupa tiga 
bentuk penganiayaan, yaitu (Moeljatno: 2000): 
a) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat-
akibat luka berat atau kematian yaitu, diatur dalam Pasal 
353 ayat (1) KUHP. Apabila dikaitkan dengan pasal 
sebelumnya khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP yang 
mengatur penganiayaan biasa, maka penganiayaan 
berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian 
tersebut berupa penganiayaan biasa yang direncanakan 
terlebih dahulu. Dengan demikian jenis penganiayaan dalam 
Pasal 353 ayat (1) KUHP berupa penganiayaan biasa 





menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh yang dilakukan 
secara berencana. Luka tubuh dalam konteks Pasal 353 
ayat (1) adalah luka tubuh yang tidak termasuk Pasal 90 
KUHP dan tidak termasuk dalam pengertian menurut 
ketentuan Pasal 352 ayat (2) KUHP. 
b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat yang 
diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP. 
c) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian 
yang diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP. (Moeljatno : 
2000) 
Persamaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana: 
a) Sama-sama tidak mengakibatkan luka berat atau kematian. 
b) Memiliki kesengajaan yang sama baik terhadap perbuatan 
maupun akibatnya. 
c) Bila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka, maka luka 
tersebut harus luka yang tidak termasuk luka berat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. 
4.  Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. 
Tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam 
yaitu : 
a) Tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak 
menimbulkan kematian) diatur dalam Pasal 354 ayat (1) 
KUHP. 
b) Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan 
kematian, diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. 
Rumusan tentang pidana penganiayaan berat dalam 





a) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, 
karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana 
penjara paling lama delapan tahun. 
b) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 
Apabila diuraikan unsur-unsur dari tindak pidana 
penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP 
memuat unsur-unsur sebagai berikut : 
a) Unsur Kesalahan, berupa kesengajaan. 
b) Unsur melukai berat (perbuatan). 
c) Unsur tubuh orang lain. 
d) Unsur akibat yang berupa luka berat 
Dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat merupakan 
maksud dan tujuan dari si pelaku yaitu bahwa si pelaku memang 
menghendaki terjadinya luka berat pada korban. Berbeda dengan 
penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, dimana luka 
berat bukanlah akibat yang dimasuk oleh si pelaku. Dalam 
penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian 
bukanlah merupakan akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku 
hanya menghendaki timbulnya luka berat. Dalam tindak pidana ini 
harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai 
kesengajaan menimbulkan kematian, baik kesengajaan sebagai 







5.  Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 
Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 
355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk 
penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis 
penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan 
berat dengan penganiayaan berencana dalam Pasal 355 KUHP. 
Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak 
cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka 
beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur 
berencananya. Penganiayaan berat berencana terdiri atas dua 
macam, yaitu : 
a) Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan 
kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai 
penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan 
ini luka berat harus benar-benar terjadi yang juga harus 
dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat 
yang dikehendaki oleh sipelaku sekaligus direncanakan. 
b) Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. 
Namun matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah 
akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Kematian yang 
timbul dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat 
yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan. Sebab 
apabila kematian merupakan akibat yang dituju maka yang 
terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan 
(Pasal 338 KUHP) 
 
6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Yang Berkualitas 
Tertentu. (Pasal 356 KUHP) 
Apabila dicermati, maka Pasal 356 KUHP merupakan 





Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang 
memberatkan berbagai penganiayaan yaitu : 
a) Kulitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut 
berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta Pegawai 
Negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang 
sah. 
b) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal 
penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan 
untuk dimakan atau untuk diminum. 
7.  Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian  
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian 
adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian 
yang timbul bukanlah merupakan tujuan si pelaku. Tindak pidana 
ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yaitu : 
a) Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang 
mengakibatkan kematian. 
b) Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana 
yang mengakibatkan kematian. 
c) Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian. 
d) Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat 
berencana yang mengakibatkan kematian. 
 
8.  Penganiayaan Secara Penyerbuan (Pasal 358 KUHP) 
Hal ini diatur oleh Pasal 358 KUHP yang bunyinya : 
“Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam 
penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa 
orang, maka selain dari tanggungan masing-masing atas perbuatan 
khusus yang dilakukannya, ia dihukum:  
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu 





2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun 
jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya 
orang. 
Rumusan Pasal 358 KUHP tersebut memuat 2 (dua) akibat 
yakni,   luka berat dan mati. Jika tidak timbul salah satu akibat 
tersebut maka perbuatan itu, tidak dapat dikatakan melanggar 
Pasal 358 KUHP. Selain itu, perlu diamati rumusan :  
“….selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi 
perbuatannya”. 
Rumusan Pasal 358 KUHP tersebut, semata-mata 
diperlakukan karena keikutsertaan saja, sedang jika ia melakukan 
perbuatan maka hal tersebut tetap dipertanggungjawabkan 
padanya. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa 
unsur-unsur Pasal 358KUHP adalah : 
1. Si peserta dengan sengaja ikut dalam 
penyerangan/perkelahian; 
2. Penyerangan/perkelahian, dilakukan lebih dari 2 (dua) 
orang; 
3. Mengakibatkan luka parah atau mati. 
 
3.  Unsur-Unsur Penganiayaan  
Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana 
penganiayaan adalah dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 
KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah 
sebagai berikut:  





1) Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa 
adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, 
yang mana terhadap perbuatan dan orang yang 
melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat 
dipertanggungjawabkan.  
2) Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan 
atau pekerjaan, unsur menjadikan/menyebabkan luka-
luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan, 
dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai 
maksud dan tujuan 
b) Unsur subyektif, yaitu:  
Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut ilmu 
hukum dibagi atas 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:  
1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk 
melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud. 
2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui 
dengan pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, 
akan terjadi suatu akibat lain.  
3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa 
seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk 
menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku 
menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga 





Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana maka 
rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut : 
a) Unsur Kesengajaan. 
Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan 
harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai 
maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan 
sebagai kemungkinan. 
Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam 
tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan 
sebagai maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan 
dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Adapun dalam hal-hal 
tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat 
ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan. Artinya 
dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu 
yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai 
kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya 
dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap 
perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku. 
b) Unsur Perbuatan. 
Yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah 
perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah 





menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil 
apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan 
dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya 
penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti 
memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya. 
c) Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh. 
Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung 
arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, 
atau tidak enak penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan 
luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya 
perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari 
keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Unsur akibat 
- baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan  
harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit 
atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan 
akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya 
tindak pidana penganiayaan. 
d) Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya. 
Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak 
pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada 
tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. 





menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi 
penganiayaan. 
 4.  Penganiayaan Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak 
Pada dasarnya bentuk penganiayaan biasanya dalam bentuk 
fisik atau mental. Penganiayaan yang menyakiti seseorang secara 
fisik seperti memukul, menampar, menjitak, meminta paksa barang, 
sehingga menimbulkan penderitaan, kecacatan bahkan sampai 
kematin. Penganiayaan dalam bentuk mental biasanya diawali secara 
verbal dan psikologis. Contohnya seperti ejekan, penghinaan, atau 
menggosipkan, intimidasi, mengucilkan, mendiskriminasikan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 
tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang yang melakukan 
kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan 
Pasal 80 jo. Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014: 
1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 






3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut Orang Tuanya. 
Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014: 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan 
terhadap Anak. 
Selain itu, ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP 
dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tersebut berlaku bagi mereka yang 
sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang 
melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman 
pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang 
telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: 
“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 
1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi 
orang dewasa.” 
Karena pelaku maupun korban masih tergolong anak, maka 
pelaku dapat dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Pelajar, termasuk 
pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), merupakan usia yang 
digolongkan sebagai anak. Pada dasarnya, menurut Pasal 58 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: 
“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 





tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab 
atas pengasuhan.”  
 
Sementara, penganiayaan mental/psikis pada dasarnya tidak 
dikenal dalam hukum pidana. Namun, dalam sebuah tulisan Problema 
dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak dari laman resmi 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI 
Kementerian Sosial (“Kemensos RI”) menyebut soal kekerasan psikis 
sebagai berikut: 
“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang.”  
 
Sedangkan menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 arti kekerasan  adalah 
“Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum.” 
Jika bentuk penganiayaan ini dilakukan di lingkungan 
pendidikan, maka perlu dillihat juga Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 
2014 yang berbunyi: 
1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 
mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, 
psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang 
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 
peserta didik, dan/atau pihak lain. 
2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat 





Ini artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah 
mendapatkan perlindungan dari perilaku penganiayaan baik yang 
berupa fisik maupun psikis. 
D.  Penyertaan 
1) Pengertian Penyertaan 
Menurut Moeljatno (Amir Ilyas dan Haeranah Dkk, 2012:55) 
berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang 
tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa 
orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak 
pidana dapat terjadi dalam hal:  
1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau ; 
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) 
dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak 
dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk 
mewujudkan delik tersebut, atau;  
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang 
lain orang itu dalam mewujudkan delik. 
Penyertaan di atur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang 
berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu 
tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih 
mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di 
sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam 





Penyertaan (Deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum 
pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana 
dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang 
yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut allen 
dader. 
2) Bentuk Penyertaan 
Menurut Adami Chazawi (2011:80-82) bentuk-bentuk 
penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 
KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan 
mededader (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 
56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). 
a. Mereka yang Melakukan (Pleger)  
Menurut Adami Chazawi (2011:85) pleger adalah orang 
yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana 
itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana 
itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini pleger 
harus sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang pleger 
juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan 
perbuatan seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader 
adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatannya 
minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, 





Sementara menurut Amir Ilyas dan Haeranah, dkk 
(2012:60) pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu 
peristiwa pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat 
adalah orang yang melakukan peristiwa pidana seorang diri 
telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari 
tindak pidana.  
b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Doen Pleger) 
Wujud penyertaan (deelneming) yang pertama-tama 
disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan 
perbuatan (doen plegen). Penyuruh adalah merupakan tindak 
yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang 
lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada 
kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-tahuan, 
kekeliruannya atau dipaksa. 
Sementara menurut Wirjono Projodikoro (2003:118), 
menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang 
menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya 
merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal 
sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-
olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh 
sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan 
hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan 






c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Medepleger) 
Pendapat beberapa ahli tentang medepleger (Amir Ilyas 
dan Harenah, dkk. 2012:69-70) adalah: 
1. Menurut Mvt: 
Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang 
yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta 
mengerjakan terjadinya sesuatu. 
2. Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu 
tindak pidana”itu ada tiga kemungkinan: 
a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam 
rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama 
melakukan pencurian disebuah gudang beras. 
b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang 
yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) 
saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang 
menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet 
orang itu. 
c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik 
seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan 
delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 
363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan 
penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan 
mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan 
kepada kawannnya yang menggansir tadi. 
 
d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Uitlokker) 
Adami Chazawi (2011:112), orang yang sengaja 
mengajurkan (pembuat penganjur, disebut juga auctor 
intelellectualis), seperti juga pada orang yang menyuruh 
melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, 
tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan 
dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yan 





yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih 
lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus 
unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnya ialah “mereka yang 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi 
kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan.” 
Apabila rumusan itu hendak dirinci,maka unsur-unsurnya: 
1. Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari : 
a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain 
melakukan perbuatan; 
b. Caranya, ialah: dengan memberikan sesuatu, dengan 
menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 
martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, 
dengan penyertaan, dengan memberi 
kesempatan,dengan memberikan saran, dan dengan 
memberikan kekurangan. 
2. Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja. 
e.  Pembantuan (Medeplichtige) 
Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:  
1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat 
kejahatan dilakukan (diwujudkan).  
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya 
upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan 
(mewujudkan) kejahatan.  
Dari urain undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan 
bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja 
memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan 
sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau 





pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang 
ditetapkan oleh undang-undang (Zainal Abidin, 2006:224) 
Menurut M.H.Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005:83), 
yang menyatakan suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat 
dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum. 
3) Mereka yang Turut Serta (Medepleger) 
Medepleger adalah orang yang terlibat langsung turut 
berbuat bersama pelaku dalam melakukan tindak pidana. Oleh 
karena itu, kualitas dari masing-masing tindak pidana adalah sama. 
Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (mede 
plegen), diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah 
”setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan 
suatu tindak pidana.  
Penganiayaan yang dilakukan secara bersama- sama 
seperti yang diketahui bahwa pelaku lebih dari satu orang maka di 
antaranya ada tergolong pelaku (pleger) dan turut serta 
(medepleger). Turut serta melakukan ini ancaman pidana bagi 
pelakunya terdapat dalam Pasal 55 KUHP:  
1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 
1.e Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau 
turut melakukan perbuatan itu; 
2.e Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai 
kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu 





keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu 
perbuatan. 
2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh 
dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang 
dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan 
akibatnya. 
 
E.  Siswa 
1. Pengertian Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 2013 mengenai sistem 
pendidikan nasional, dimana peserta didik atau siswa adalah 
anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka 
melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis 
pendidikan tertentu. 
Siswa/siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk ke 
dalam anak didik/siswa dimana pengertian tersebut adalah subjek 
utama dalam pendidikan, dialah yang belajar setiap saat. Lebih 
lanjut dikatatakan bahwa, siswi SMU atau anak didik adalah salah 
satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam 
proses belajar mengajar. (Djamarah : 2002:32). 
Menurut Kanopka (Yusuf S : 2009:23) istilah siswi SMU yang 
masih  digunakan saat ini terjadi pada usia 15-18 tahun, 
menunjukan bahwa mereka masih pada tahapan peralihan dari 





SMU termasuk kedalam pengertian remaja akhir yang dikenal 
dengan masa muda.  
2. Pengertian Anak 
Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang 
perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. 
Perubahan perilaku sosial anak dapat berubah sesuai dengan 
lingkungan yang ada, seperti bagaimana anak sudah mau bermain 
dengan kelompoknya yaitu anak-anak. (Asiz A: 2005:21). Peraturan 
perundang – undangan yang mengatur tentang anak di Indonesia : 
1. Menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam 
perkara anak nakal telah mencapai umur 8 ( delapan ) yahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang 
melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan 
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut 
peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan. 
2. Menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
kesejahteraan anak. Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun dan belum 
pernah kawin. 
3. Menurut Pasal 1 butir ke – 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia 
yang berusia di bawah 18 ( delapan belas ) tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
4. Menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 





Menurut Zakariya Ahmad Al Barry (Maidin Gultom:  2008:33) 
mengatakan bahwa : 
Dewasa maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan 
muncul tanda laki – laki dewasa pada putra, muncul tanda 
wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar yang 
biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 tahun dan 
putri berumur 9 tahun. 
Menurut Sugiri (Maidin Gultom: 2008:38) mengatakan bahwa 
Selama tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan 
perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi 
dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu 
selesai, jadi batas umur anak – anak adalah sama dengan 
permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun 
untuk wanita dan 20 ( dua puluh ) tahun untuk laki – laki. 
Berdasarkan uraian – uraian di atas mengenai pengertian 
tentang anak. Dapat ditarik kesimpulan anak adalah seseorang 














A. Lokasi Penelitian  
Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Kota Makassar 
khususnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni di SMA Kartika 
Wirabuana Makassar, SMA Katolik Cendrawasih Makassar, SMA 
Gamaliel Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, serta 
Kapolrestabes Makassar. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi 
penelitian ini, yaitu agar dapat memperoleh data yang lengkap, 
akurat, dan memadai. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam proses 
penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan para pakar, narasumber, atau pihak-
pihak terkait dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan data 
sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi 
terkait di lokasi penelitian penulis. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berdasarkan metode , yaitu :  
1. Wawancara (interview) yaitu mengadakan wawancara langsung 





yang tidak terlibat langsung terkait kasus penulis, agar Penulis 
memperoleh pandangan-pandangan mengenai faktor penyebab 
terjadinya tidakan penganiyaan. 
2. Penelitian Kepustakaaan (Library Research) yaitu untuk 
mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan 
membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-
undangan, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk 
memperoleh data sekunder. 
D. Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh baik dari primer maupun 
sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dilakukan 
secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penganiayaan Secara 
Bersama-Sama oleh Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia 
yang tingkat kejahatannya cukup tinggi. Pelaku kejahatan pun 
bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak 
dibawah umur atau yang masih sekolah juga . Dalam hal ini yang 
akan dianalisis oleh Penulis adalah kejahatan penganiayaan yang 
dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama atau lebih 
dari satu pelaku, yang terjadi di kalangan pelajar khususnya siswa 
SMA. Kejahatan seperti ini cukup marak terjadi di dunia pendidikan, 
dimana bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan konflik 
dilakukan oknum yang menganggap lebih berkuasa atas orang lain 
yang dianggap lemah.   
Sebelum menjawab rumusan masalahnya, Penulis akan 
memaparkan dalam bentuk tabel mengenai data kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. 
1. Data Kasus Kejahatan Penganiayaan  
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan 





yang dilakukan oleh siswa SMA, maka di bawah ini penulis akan 
meninjau data mengenai kejahatan penganiayaan yang terjadi 
secara umum dan secara khusus yang melibatkan anak sebagai 
pelaku kejahatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 
dari tahun 2012 sampai tahun 2014. 
Tabel 1. 
Data Jumlah Kasus Perkara Penganiayaan Secara Umum Di 
Kota Makassar Tahun 2012-2014 
NO TAHUN DILAPORKAN DISELESAIKAN 
1 2012 77 58 
2 2013 100 91 
3 2014 120 65 
JUMLAH 297 214 
Sumber : Polrestabes Makassar 
Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat menunjukkan bahwa 
jumlah kasus kejahatan penganiayaan di kota Makassar selalu 
meningkat dari tahun 2012 hingga 2014, tetapi justru pada tahun 
2013 jumlah kasus yang diselesaikan paling banyak. Apabila diuji 
maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2012 tercatat laporan 
yang masuk sebanyak 77 kasus, dan yang diselesaikan sebanyak 
58 kasus. Pada tahun 2013 tercatat laporan yang masuk sebanyak 
100 kasus, dan diselesaikan sebanyak 91 kasus. Pada tahun 2014 
tercatat laporan yang masuk sebanyak 120 kasus dan diselesaikan 
sebanyak 65 kasus. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa 





yang dapat diselesaikan. Yang dapat diselesaikan tidak ada yang 
sesuai dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya. 
Tabel 2. 
Data Jumlah Kasus Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan 
Oleh Anak Di Kota Makassar Tahun 2012-2014 
NO TAHUN DILAPORKAN DISELESAIKAN 
1 2012 18 15 
2 2013 22 19 
3 2014 16 6 
JUMLAH 56 40 
Sumber : Polrestabes Makassar 
Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat menunjukkan bahwa 
jumlah kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di 
kota Makassar berbeda tiap tahunnya. Apabila diuji maka dapat 
dijabarkan bahwa tahun 2012 tercatat yang dilaporkan sebanyak 18 
kasus, dan diselesaikan sebanyak 15 kasus. Pada tahun 2013 
tercatat yang dilaporkan meningkat sebanyak 22 kasus, dan 
diselesaikan 19 kasus. Dan pada tahun 2014 tercatat yang 
dilaporkan sebanyak 16 kasus dan diselesaikan sebanyak 6 kasus. 
Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada yang perbedaan 
signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat 
diselesaikan, yang diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah 








Data Jumlah Kasus Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh 
Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Makassar Tahun 2012-2014 
NO TAHUN DILAPORKAN DISELESAIKAN 
1 2012 9 5 
2 2013 10 8 
3 2014 7 5 
JUMLAH 26 18 
Sumber : Polrestabes Makassar 
Berdasarkan data Tabel 3 di atas, menunjukkan jumlah 
kasus penganiayaan yang dilakukan oleh siswa SMA di kota 
Makassar berbeda tiap tahunnya.  Apabila diuji maka dapat 
dijabarkan bahwa pada tahun 2012 sebanyak 9 kasus dilaporkan 
dan diselesaikan 5 kasus. Pada tahun 2013 mengalami 
peningkatan sebanyak 10 kasus yang dilaporkan dan diselesaikan 
sebanyak 8 kasus. Dan pada tahun 2014 sebanyak 7 kasus yang 
dilaporkan dan diselesaikan sebanyak 5 kasus.  Dapat dilihat dari 
kedua kolom di atas bahwa ada yang perbedaan signifikan antara 
jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan, yang 
diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang 









Data Jumlah Kasus Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh 




1 2011 7 PUTUS 
2 2012 12 PUTUS 
3 2013 14 PUTUS 
4 2014 5 PUTUS 
5 2015 18 PUTUS 
JUMLAH 56 PUTUS 
Sumber : Pengadilan Negeri Makassar 
Berdasarkan data Tabel 4 di atas bahwa jumlah kasus 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kota 
Makassar selalu meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 
menurut data putusan Pengadilan Negeri Makassar. Pada tahun 
2011 perkara yang tercatat dan diputus sebanyak 7 kasus. Pada 
tahun 2012 perkara yang tercatat dan diputus meningkat menjadi 
12 kasus. Pada tahun 2013 perkara yang tercatat dan diputus 
sebanyak 14 kasus. Pada tahun 2014 perkara yang tercatat dan 
diputus menurun sebanyak 5 kasus. Dan terakhir pada tahun 2015 
perkara yang tercatat dan diputus sangat meningkat dengan angka 
terbanyak yaitu 18 kasus. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 
jumlah perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, 
yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar cukup mengalami 






2. Analisis Berdasarkan Data Kasus 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa setiap kasus 
yang diselesaikan tidak sesuai dengan data kasus yang dilaporkan. 
Menurut Iptu. Ginandra Putri Srinastiti, S.IK – Kasubmit PPA 
(wawancara 16 February dan 1 Maret 2016) bahwa ada beberapa 
kendala yang membuat beberapa kasus penganiayaan baik yang 
dilakukan oleh anak maupun orang dewasa,tidak terselesaikan 
diantaranya : 
1. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik. 
Masih dalam tahap penyelidikan (lidik) 
2. Pelapor sendiri tidak jelas.  
Alasan pelapor dikatakan tidak jelas karena pelapor sendiri 
tidak konsisten dalam melaporkan kasusnya. Saat ingin dimintai 
keterangan pelapor tidak dapat dihubungi dan tidak berada di 
tempat, dengan alasan- alasan seperti itulah yang membuat status 
laporan terhambat. Adapun beberapa alasan yang membuat si 
pelapor tidak ingin ditemui saat dimintai keterangan lebih lanjutnya, 
yaitu seperti mungkin sudah berdamai dengan pelaku dan sudah 
diganti rugi atas kasus yang terjadi sehingga sudah tidak ingin 
diselesaikan di kepolisian. 
3. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar. 
Data yang dilaporkan bukan serta merta memang kasus 





apakah ada tindak pidana yang dilakukan, sehingga kasus yang 
dilaporkan itu bisa ditindak lanjuti untuk penetapan tersangka. 
4. Alat bukti tidak mencukupi. 
Dalam tahap penyelidikan diperlukan alat bukti untuk 
penetapan tersangka. Berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP yang 
yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena 
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan seseorang 
menjadi tersangka yang dimaksud diperoleh melalui gelar perkara 
dengan paling sedikit diperoleh 2 jenis alat bukti. Sehingga ada 
proses terlebih dahulu dalam menetapkan seorang menjadi 
tersangka. Hal itu sudah tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan 
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) 
5. Tersangka masih belum diketahui keberadaannya. 
Dalam proses penyelidikan tersangka yang diduga 
melakukan tindak pidana, masih belum dapat ditemukan dan 
diketahui keberadaannya. 
Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal 
dalam menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai 
salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus 





anak, sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan 
tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan 
kejahatan seperti itu di kota Makassar. 
Berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat dilihat 
bahwa putusan tersebut merupakan pelimpahan dari kepolisian. 
Tapi data tersebut tidak sesuai dengan data penyelesaian dari 
kepolisian dikarenakan adanya diversi. Diversi merupakan 
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut 
dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA telah 
mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi 
yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari 
proses peradilan, sehingga tidak adanya stigmatisasi terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat 
kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diversi secara 
tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan 
pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA 
juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui 
musyawarah dengan melibatkan anak dan walinya, korban dan 
walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial 





pidana untuk anak sebagai pelaku yaitu pidana penjara dibawah 7 
tahun dan bukan pengulangan dari tindak pidana. Diversi ini 
bertujuan untuk : 
a.    Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 
b.    Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
c.    Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
d.    Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
e.    Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.  
Hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah 
satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali 
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat 
sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA. Jadi, sudah 
merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses 
peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu 
merupakan upaya terakhir. Menurut Iptu. Ginandra Putri Srinastiti, 
S.IK – Kasubmit PPA (wawancara 16 February dan 1 Maret 2016), 
karena adanya diversi, proses penyelesaian kasus anak ada 2 yaitu 
secara kekeluargaan (mencapai kesepakatan antara kedua pihak 
bahwa kasus itu selesai tidak dilanjutkan ke pengadilan)  dan 
penyelesaian di pengadilan.   
Misalnya tahun 2013 kasus yang diselesaikan 19, data 
putusan pengadilan ada 14. Berarti ada 5 kasus lainnya itu diversi 





kekeluargaan itu bisa dilakukan karena pihak kepolisian 
mementingan kepentingan anak tersebut sesuai dengan UU 
Perlindungan Anak 35 Tahun 2014. Jika pihak korban ingin 
melanjutkan, pihak kepolisian tidak masalah dengan hal tersebut. 
Apabila kepolisian ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya, 
sedangkan pihak pelapor dan terlapor sudah mencapai 
kesepakatan untuk meneyelesaian, berarti tidak ada keadilan untuk 
anak. Padahal yang terkait antara mereka berdua sudah mencapai 
kesepakatan. Hal tersebut harus ada keterangan resmi dari pihak 
pelapor bahwa kasus ini selesai secara damai sehingga apabila 
terjadi apa- apa dikemudian hari, pelapor tidak bisa menuntut 
kembali ke polisi bahwa kasus tersebut belum selesai atau tidak 
diselesaikan. 
Menurut Iptu. Ginandra Putri Srinastiti, S.IK – Kasubmit PPA 
(wawancara 16 February dan 1 Maret 2016), memang diketahui 
bahwa diversi itu peraturan baru dirilis pada bulan Agustus 2014 
menurut UU 35 tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak. Namun 
pihak kepolisian selalu lebih mengutamakan hak anak, jadi tetap 
masih lebih diutamakan mediasi dahulu dengan kedua belah pihak 
dari pelaku, korban, dan keluarga mereka. Polisi sebagai mediasi 
menyediakan tempat bagi mereka untuk mengambil keputusan 
yang terbaik bagi kedua belah pihak. Meskipun belum ada diversi 





Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) proses penyelesaian yang 
terjadi pada anak selalu dimediasikan dulu. Pihak kepolisian selalu 
memberikan kesempatan bagi keluarga korban dan pelaku untuk 
melakukan pertimbangan apabila ingin diselesaikan secara 
kekeluargaan, meski tidak harus di kantor polisi penyelesaian bisa 
dilakukan dengan datang ke rumah korban juga untuk 
mendapatkan keputusan yang terbaik. Adapun dengan alasan  
biasanya pihak yang terkait tidak mengerti hukum jadi mereka tidak 
melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut ke pihak yang berwajib 
dan diselesaikan antar pihak terkait saja.  
B. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penganiayaan 
Yang Dilakukan Secara Bersama-sama oleh Siswa Sekolah 
Menengah Atas di Kota Makassar 
 
Data kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan secara 
bersama- sama  oleh siswa  Sekolah Menengah Atas di kota 
Makassar yang diperoleh dari wawancara dengan tiga sekolah 
seperti di SMA Kristen Gamaliel (tanggal 3 Maret 2016), SMA 
Kartika XX-1 Wirabuana (tanggal 7 Maret 2016), SMA Katolik 
Cendrawasih (tanggal 10 Maret 2016), secara spesifik tidak 
didapatkan penulis karena adanya alasan berupa : 
1. Pihak sekolah- sekolah  selalu  melakukan pergantian 
status periode sehingga data- data lama sudah tidak 
disimpan lagi. 
2. Pelanggaran yang tercatat dan tersimpan saat ini pada 





terlambat, membawa hp, seragam tidak lengkap, 
merokok, rambut di cat tidak sesuai aturan sekolah, tidak 
masuk sekolah tanpa keterangan (bolos). 
Dari hasil penelitian wawancara Penulis dengan beberapa 
Sekolah Menengah Atas di kota Makassar, bahwa pengaruh sosial 
sangat berpengaruh terhadap karakter seorang anak atau siswa. 
Berbagai macam faktor dari wawancara dengan guru dan beberapa 
siswa telah Penulis dikumpulkan, dalam mencari tahu penyebab 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan siswa Sekolah Menengah 
Atas di Kota Makassar.  Untuk lebih lanjutnya Penulis akan 
menguraikan sebagai berikut: 
a. Faktor Pengaruh Pergaulan dan Lingkungan 
   Salah satu penyebab terjadinya kejahatan di dalam 
masyarakat adalah faktor pergaulan yang tidak membangun 
karakter dalam diri anak. Pengaruh pergaulan di kalangan 
pelajar yang paling sering terjadi dalam bentuk seperti 
solidaritas yang tinggi antar teman, dimana beberapa siswa 
keliru dalam mengartikan arti solidaritas. Anggapan bahwa 
membantu teman untuk melakukan penganiayaan terhadap 
orang lain adalah hal yang benar padahal itu adalah salah satu 
bentuk main hakim sendiri. Faktor ini penulis kemukakan karena 
sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan beberapa Guru 
yang turut serta dalam menangani kasus-kasus pernah yang 





Sekolah Menengah Atas pada porseni tahun 2014. Kejadian 
tersebut melibatkan beberapa siswa laki-laki kelas 3 sebagai 
pelaku dan siswa kelas 2 sebagai korban yang dipukul, dimana 
alasannya karena merasa dianggap remeh saat di lapangan. 
Padahal menurut Pak Elsafat (wawancara dengan Bagian 
Kesiswaan sekolah tersebut pada tanggal 3 Maret 2016), yang 
bersangkutan itu hanya 2 orang, tetapi beberapa teman yang 
lain juga membantu atas landasan solidaritas, sehingga 
perkelahian itu cukup besar terjadi. Alasan mereka membantu 
pemukulan terhadap korban seperti tidak terima temannya 
diperlakukan seperti itu, solidaritas merasa sepenanggungan, 
dan adapun sekedar ikut meramaikan saja.  
    Selain solidaritas dalam pergaulan, ada juga senioritas 
yang masih menjadi alasan timbulnya penganiayaan. Senioritas 
masih turun-temurun terjadi di kalangan pelajar, dimana siswa 
yang merasa lebih senior menganggap dapat melakukan 
perilaku apapun sesuai keinginannya terhadap oknum yang 
dianggap lemah karena masih junior. Berdasarkan dari hasil 
wawancara (7 maret 2016) dengan Guru Bagian Kesiswaan 
salah satu Sekolah Menengah Atas di kota Makassar, dimana 
pernah terjadi juga kasus di tahun 2014 yaitu penganiayaan 
antar  6 orang senior laki-laki sebagai pelaku dan 2 orang junior 





mereka merasa tidak dihargai sebagai senior. Korban yang 
dipukul mengalami beberapa luka memar. Meski kasus tersebut 
cukup panjang dalam penyelesainnya, tetapi pihak sekolah 
melakukan upaya semaksimal mungkin dalam memberikan 
sanksi dan upaya damai, sehingga tidak sampai ke pihak 
kepolisian. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat 
dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan 
orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila 
bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk 
maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. 
    Hal lain yang menyebabkan terjadinya penganiayaan 
secara bersama- sama oleh siswa SMA adalah dari lingkungan 
sekolahnya juga. Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua 
setelah rumah tangga. Karena itu sekolah cukup berperan 
dalam membina anak untuk menjadi orang dewasa yang 
bertanggung jawab. Kurangnya pengawasan dan pembinaan 
terhadap anak didik juga dapat memicu timbulnya kejahatan 
seperti ini di lingkungan sekolah. 
b. Faktor Emosional 
  Kurang bisa mengendalikan emosi menjadi salah satu 
timbulnya kekerasan dan penganiayaan. Apalagi di umur yang 





mengontrol emosi. Faktor emosional menjadi penyebab dari 
anak yang ingin diakui dan diperhatikan oleh lingkungannya. 
Menurut wawancara dari Guru Bagian Kesiswaan salah satu 
Sekolah Menengah Atas di kota Makassar (7 Maret 2016) 
bahwa dimana masa remaja adalah masa transisi untuk mencari 
jati diri dalam anak. Dendam dan mudah tersinggung juga 
menjadi salah satu dasar terbentuknya faktor emosional yang 
tidak bisa dikontrol dengan baik. Biasanya anak yang mudah 
tersinggung akan menyimpan dendam, dan akan melakukan 
upaya untuk membalasnya. Sehingga akibatnya hal-hal seperti 
kekerasan, pemukulan, dan penganiayaan akan terjadi sebagai 
cara bagi mereka untuk menyelesaikan.  
c. Faktor Keluarga 
  Keluarga merupakan wilayah utama yang sangat 
dibutuhkan anak untuk membina karakter dan sosialisasinya. 
Wilayah yang nyaman bagi anak untuk pulang ke rumah tentu 
saja akan melahirkan karakter dan sosialisasi yang baik pula. 
Perhatian orang tua terhadap masing-masing anak baik 
mengenai akhlak, pendidikan di sekolah, pergaulan dan 
sebagainya adalah upaya pendekatan yang diperlukan. Kalau 
berbicara keadaan ekonomi, tentu bagi keluarga besar dengan 
penghasilan yang sedikit akan repot, karena membiayai 





sekolah dan berbagai kebutuhan lain. Karena itu pertengkaran 
mudah terjadi sehingga menyebabkan kehidupan keluarga 
menjadi tidak harmonis lagi dan pada gilirannya mempengaruhi 
tingkah laku anak kearah negatif. Tidak adanya orang tua yang 
membimbing anak atau orang tua yang mengabaikan 
pendidikan anak yang mengakibatkan anak tidak tahu mana 
yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana 
yang tidak boleh dikerjakan. 
  Tidak hanya kurang perhatian orang tua dan keadaan 
keluarga yang tidak harmonis, tetapi perhatian yang berlebihan 
juga mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap 
perkembangan anak dalam pembentukan kepribadian dan 
bertingkah laku. Anak dapat melakukan perbuatan sewenang- 
wenang karena dibiasakan mendapatkan apa yang diinginkan. 
Sebagai akibatnya anak melakukan perbuatan tercela yang 
tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga mengganggu 
ketertiban dan keamanan umum seperti suka berkelahi.  
d. Faktor Teknologi 
   Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya 
dalam teknologi komunikasi dan hiburan mempengaruhi juga 
dalam pertumbuhan seorang anak. Sebagian besar pengaruh 
media teknologi membuat anak dapat terinspirasi untuk menjadi 





yang tidak membangun seperti adanya kekerasan dan 
kenakalan remaja dapat membuat anak ingin mencoba karena 
anak mudah untuk meniru, dan penasaran dalam hal mencari 
jati diri. Tidak hanya penganiayaan dalam bentuk fisik dan 
kekerasan yang sering ditiru, tapi penganiayaan dalam bentuk 
verbal yang kadang tidak disadari itu terjadi. Penganiayaan 
seperti ini melibatkan bahasa verbal yang bertujuan menyakiti 
hati seseorang. Contohnya mengejek, memberi nama julukan 
yang tidak pantas, memfitnah, mempermalukan, meneror, dan 
lain sebagainya. Tentu saja ini mengakibatkan orang lain 
berperilaku tertutup, takut, terintimidasi, dan bahkan ikut 
menyimpang. Faktor ini penulis kemukakan karena berdasarkan 
wawancara dengan Bapak Sabinus selaku Guru Badan 
Konseling (BK) di salah satu Sekolah Menengah Atas di 
Makassar (10 Maret 2016), dimana karena teknologi media 
sosial menjadi alasan terjadinya penganiayaan. Disebabkan 
status BBM (Blackberry Massenger) yang memicu 
penganiayaan antar 3 pelaku yang merasa dipermalukan lewat 
media sosial itu. Korban ditampar dan dilempari barang hingga 
membuat beberapa luka memar saat jam istirahat berlangsung. 







e. Faktor Penegak Hukumnya 
   Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada 
pelaku kejahatan penganiayaan yang mendapat hukuman yang 
terlalu ringan, baik itu yang dilakukan anak maupun orang 
dewasa. Kedisiplinan dalam menaati aturan yang berlaku 
adalah hal yang harus dibangun, sehingga dengan sendirinya 
akan tumbuh rasa takut untuk melakukan kejahatan. Maka dari 
itu pihak yang berwenang tentu harus melakukan proses yang 
tepat dan adil untuk kasus seperti penganiayaan. Bukan hanya 
penegak hukum di masyarakat yang ikut andil tetapi juga dari 
pihak penegak hukum yang ada di sekolah. Lemahnya kontrol 
pihak sekolah sehingga tindakan penganiayaan tersebut bisa 
terjadi di lingkungan sekolah, adalah bukti yang menunjukkan 
lalainya dalam mengawasi siswa dalam menaati aturan yang 
berlaku. Karena sesuai wawancara Penulis dengan Bapak 
Elsafat selaku Guru Bagian Kesiswaan di salah satu sekolah 
tempat melakukan penelitian (3 Maret 2010), bahwa pernah 
terjadi kasus seorang siswa yang menganiaya temannya 
mengulangi kejahatan tersebut, sehingga pihak sekolah mau 
tidak mau harus mengembalikan siswa tersebut kepada orang 
tuanya. Ini berarti tidak menjamin bahwa anak yang pernah 





melakukan hal itu. Sekali lagi Penulis mengemukakan bahwa 
dalam hal ini, masalah kesadaran dan pengawasan yang 
kurang sehingga menyebabkan kejahatan penganiayaan secara 
bersama- sama dapat terjadi.  
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penganiayaan Yang 
Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Siswa Sekolah 
Menengah Atas di Kota Makassar. 
 
Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk 
mencegah dan mengurangi kasus kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan secara bersama- sama oleh siswa Sekolah Menengah 
Atas serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha 
peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, 
dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan 
kegiatan lainnya. Kejahatan penganiayaan secara bersama- sama 
terutama yang dilakukan oleh siswa dipandang dari sudut manapun 
harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan berkembang, terlebih 
lagi jika banyak memakan korban. Tentu saja kejahatan seperti ini 
mencoreng dunia pendidikan dimana seharusnya mencetak 
penerus bangsa yang berkualitas. Untuk melenyapkan sama sekali 
kejahatan penganiayaan ini hanya merupakan khayalan belaka, 
sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang 
mempunyai kepentingan yang berbeda, maka masih ada pula yang 






1. Upaya Preventif 
    Upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan 
hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-
usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam 
masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan kegiatan pencegahan 
yang dilakukan oleh pihak berwenang yaitu dalam hal ini adalah 
kepolisian Polrestabes dan juga Sekolah Menengah Atas di 
Makassar. Menurut Iptu. Ginandra Putri Srinastiti, S.IK – 
Kasubmit PPA (wawancara 16 February dan 1 Maret 2016), 
tentang upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian dalam meminimalisir kejahatan penganiayaan 
secara bersama- sama oleh siswa Sekolah Menengah Atas 
(SMA) antara lain sebagai berikut:  
1. Pihak kepolisian bekerja sama dengan P2TP2A (Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), 
Pemerintah Kota, dan Lembaga Pendidikan untuk 
mengadakan pertemuan-pertemuan yang mendidik seperti 
penyuluhan dan seminar. 
2. Meningkatkan kerjasama dengan beberapa sekolah dalam 
pengawasan. Bentuknya pun bermacam-macam, bisa dalam 
bentuk sosialisasi,ada pengenalan aturan hukum dengan 
memasang spanduk dan pengarahan ketertiban serta 
keamanan melalui brosur-brosur. 
Selain dari pihak kepolisian Makassar,  adapun upaya 
penanggulangan yang dilakukan Sekolah Menengah Atas 
(SMA), guna meminimalisir kasus kejahatan penganiayaan yang 





dengan tiga Sekolah Menengah Atas di Makassar tanggal 3-10 
Maret 2016) : 
1. Sekolah sudah menyiapkan fasilitas CCTV dalam memantau 
siswa melakukan kegiatan selama ada di sekolah, sehingga 
secara tidak langsung dengan adanya CCTV siswa merasa 
diawasi untuk takut berbuat hal yang melanggar aturan 
sekolah. 
2. Dari segi rohani dan agama, pihak sekolah selalu 
mengupayakan membangun nilai agama dengan cara 
melakukan seperti ibadah tiap hari jumat (untuk Sekolah Non 
Muslim), selalu dilakukan ibadah pagi dan pulang sekolah, 
diaktifkan kegiatan di mushola sekolah. 
3. Pembinaan awal saat penerimaan siswa baru atau MOS, 
sehingga siswa baru sudah ditanamkan sejak dini untuk 
dapat bersosialisasi yang baik. Selain itu di salah satu 
sekolah juga melakukan pendidikan karakter tiap 3 bulan 
sekali dimana seluruh siswa diwajibkan mengikuti hal itu. 
Pendidikan karakter berupa seminar yang sekolah lakukan 
semenarik mungkin untuk membangun minat anak-anak 
dalam mencari jati diri mereka. 
4. Pendekatan psikologi, seperti dilakukannya training motivasi 
terhadap siswa yang bekerja sama dengan BNN Makassar 
dan lembaga pendidikan lainnya.  
 
2. Upaya Represif 
 Upaya represif adalah penindakan dan pembinaan terhadap 
pelaku, agar pelakunya tidak melakukan kejahatan lagi dan pelaku 
(siswa) yang melakukan itu jera terhadap perbuatannya sehingga 





Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, 
maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa 
penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan 
penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti 
melakukan kejahatan penganiayaan maka akan diadakan proses 
dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. 
Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim untuk 
menjalani masa pidananya. Tapi data kasus yang diangkat Penulis 
yaitu pelaku yang masih dikategorikan Anak dan yang masih 
bersekolah khususnnya siswa SMA.  
 Sesuai dengan wawancara dengan Iptu. Ginandra Putri 
Srinastiti, S.IK – Kasubmit PPA (tangga 16 February dan 1 Maret 
2016) dalam proses hukum yang berlaku untuk anak, dimana anak 
sebagai pelaku harus diupayakan untuk diversi. Diversi merupakan 
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 
telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan 
diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan 
anak dari proses peradilan, sehingga tidak adanya stigmatisasi 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan 
anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Hak 





tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut 
dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA. Konsep penahanan terhadap 
anak, yang tidak boleh dilakukan adalah dalam hal anak 
memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa 
anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau 
merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak 
pidana (Pasal 32 ayat (1) UU SPPA).  
 Syarat penangkapan pada anak Pasal 32 ayat (2) UU SPPA 
adalah anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 
7 (tujuh) tahun atau lebih. Berdasarkan itu maka proses hukum 
tidak serta merta menjatuhkan dan memvonis pelaku (anak), tetapi 
diupayakan lewat mediasi dulu dengan korban yang terlibat beserta 
keluarganya. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh 
hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, kemudian diadakan 
pembinaan yang dilakukan oleh lembaga yang bekerja sama agar 
pelaku tersebut mendapatkan efek jera dan mendapatkan pelajaran 
yang berharga untuk masa depannya.  
 Selain dari pihak berwenang dalam upaya penindakan dan 
pembinaan, hal tersebut juga dilakukan oleh pihak sekolah yang 
berwenang yakni dengan Pemberian SP (Surat Perjanjian) guna 





tertib sekolah. Menurut wawancara dengan beberapa Guru sekolah 
di SMA yang ikut terlibat dalam menyelesaian kasus seperti ini 
(Guru Kesiswaan dan Badan Konseling Siswa tanggal 3- 10 Maret 
2016), bahwa pemberian SP dan memanggil orang tua adalah 
bentuk penindakan yang cukup efektif untuk membuat siswa jera 
dan takut mengulangi hal yang sama lagi. Dikarenakan dalam surat 
perjanjian (SP) itu mewajibkan setiap anak yang bermasalah 
berjanji dia atas kertas untuk tidak mengulangi perbuatannya. 
Selain itu ada beberapa sekolah yang memakai sistem poin 
dimana, setiap siswa diberikan 100 point selama bersekolah, saat 
siswa tersebut melanggar aturan sekolah maka point tersebut akan 
dikurangi. Apabila point yang diberikan itu habis, maka siswa akan 


















Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan: 
1. Kendala-kendala  atau hambatan  yang  sering  dihadapi Kepolisian 
dalam  menyelesaikan kasus penganiayaan baik yang dilakukan 
oleh anak maupun orang dewasa,adalah  sebagai berikut : Perkara 
tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik, pelapor sendiri tidak 
jelas, tidak semua perkara yang dilaporkan benar, alat bukti tidak 
mencukupi, dan tersangka belum diketahui keberadaannya. 
2. Bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan secara 
bersama-sama oleh siswa sekolah menengah atas (SMA) 
khususnya di kota Makassar adalah faktor pengaruh pergaulan dan 
lingkungan, faktor emosional, faktor keluarga, faktor teknologi, dan 
faktor penegak hukumnya baik dari penegak hukum di masyarakat 
maupun di sekolahnya. 
3. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah 
memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif adalah usaha 
yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan oleh pihak 
berwenang baik dari kepolisian maupun dari sekolah. Selain itu, hal 
ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif yaitu 





(siswa) jera terhadap perbuatannya sehingga tidak melakukan dan 
mengulangi kejahatan lagi. Upaya pembinaan terhadap anak ini 
harus dilakukan secara konsisten yang dibina melalui lembaga 
hukum maupun sekolah. 
B. Saran 
Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu 
upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama- sama 
oleh siswa sekolah menengah atas (SMA) serta meningkatkan 
penyelesaian perkaranya, olehnya itu Penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan secara bersama- sama oleh 
siswa sekolah menengah atas (SMA) , diharapkan diproses 
sesuai dengan tahap yang benar menurut hukum yang 
berlaku, serta penerapan sanksi kiranya juga diberikan dari 
pihak sekolah selain agar memberikan efek jera bagi pelaku, 
sehingga hal tersebut juga menjadi contoh yang dapat 
membuat siswa lain menjadi segan dan takut melakukan hal 
yang sama. 
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian, para penegak 
hukum, lembaga yang bekerja sama, dan sekolah 





aturan yang sudah berlaku, terutama dalam membina dan 
mengawasi anak didik. 
3. Disarankan juga kepada sekolah dan lembaga pendidikan 
maupun lembaga lainnya, agar lebih meningkatkan kegiatan 
yang mendidik dan membangun seperti seminar dan 
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